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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba B be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
ش sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ٌ nun N En 
و wau W We 
ِ ha H Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ى ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah A a 
ؘا kasrah I i 
ؘا ḍammah U u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََْفيَك: kaifa 
ََلَْوه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
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ى  ؘ... | ا  ؘ ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمْيِل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷَْطَِلاَفَ  َ َ: rauḍah al-aṭfāl 
َِد ًَ َناََ ةَُْيَََْناةَهِضاف  َ: al-madīnah al-fāḍilah 
ة ًَ ْكِحَناََََََََََََ  َ: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabَdilambangkan dengan 
sebuahَ tanda tasydīd ( َ َّ  ), dalamَ transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanَganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاُ بَر  : rabbanā 
ََاُْي  جَ  : najjainā 
 َكَحَنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعَ   : nu“ima 
 َو  دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 َِيهَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َيبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  شَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسَْهفَنا  : al-falsafah 
    ََدهبَنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
َْيأتٌََ ْو  ر  : ta’murūna 
 َعْو َُنا    : al-nau„ 
 َءْيَش    : syai’un 
 َتْر ِّ  وأ : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
َِاللهَ  ٍ يِد dīnullāh َِِللاب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللهَِة ًَ حرَِْيفَْى ه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah  
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Andi Erlangga 
NIM  : 10300113093 
Judul : Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi 
yang Dilakukan oleh Orang Tua (Suatu Tinjauan UU No. 35 
Tahun 2014 & Hukum Islam) 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana 
pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Orang Tua. Pokok masalah tersebut 
selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana 
perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai 
tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Orang Tuanya?, 2) 
Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh 
Orang Tua dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan 
pendekatan penelitian yaitu: yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani perkara ini. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan 
melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data menggunakan 
metode analisis kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam 
dikategorikan syibhu al-amdi atau pembunuhan semi sengaja yang dihukum diyat 
mughallazah yaitu diyat yang diperberat, hukuman berupa 100 ekor unta yang 
diberikan kepada kerabat dari ibu korban dan jika pelaku merasa tidak mampu 
maka dikenakan hukuman khafarat yaitu memerdekakan hamba yang mukmin 
dan bila tidak ada khafarat nya maka diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-
turut. Sedangkan dalam hukum pidana positif semua perbuatan yang 
menghilangkan nyawa orang lain, maka akan di hukum sesuai dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Adapun penerapan sanksi pidana yaitu pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda 
sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jika pidana denda tidak 
dapat dibayar maka pidana akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 
Implikasi dari penelitian ini sebaiknya perlu pemahaman yang lebih luas 
terhadap perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap masalah 
pembunuhan bayi agar masyarakat lebih memahami secara benar karena keduanya 
bertujuan untuk mengurangi dampak terjadinya pembunuhan bayi yang dilakukan 
oleh Orang Tua di masa mendatang. Dalam penyelesaian kasus seperti ini 
sebaiknya sanksi pidana pembunuhan bayi harus lebih di beratkan lagi agar dapat 
menimbulkan efek jerah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bayi tersebut. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum, yang 
mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga 
negaranya harus seusai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur 
oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan 
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat 
yang diwijudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia yang satu 
dengan manusia yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang 
penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang 
pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat 
perkembangan yang ada di dalam masyarakat semakin hari menampakan kegiatan 
yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis 
formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP (UU No. 35 Tahun 2014 
tentang perlindungan anak) 
Kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan 
suatu bentuk kejahatan. Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tua adalah 
salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang 
serius. pelaku utama tindak pidana pembunuhan bayi sebagian besar dilakukan 
oleh wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut. Walaupun tidak menutup 
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kemungkinan pria sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bayi terutama ayah 
dari bayi tersebut. Saat ini kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu yang 
melahirkannya mengalami peningkatan seiring menipisnya moral dan etika 
pergaulan di masyarakat. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri 
dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang 
bersifat khusus.
1
 
Pembunuhan bayi juga berlaku disebabkan oleh pasangan panik. Perasaan 
ini menguasai diri dan akhirnya lalu membunuh bayi dimana dengan cara ini 
kononnya mereka boleh terlepas dari pada hukuman dan tanggung jawab 
memelihara anak.
2
 
 Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat 
dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa 
manusia. Fuqaha membagi pembunuhan dan pembunuhan sengaja dan 
pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan 
maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, 
baik penganiayaan itu dimaksudkan  untuk membunuh atau tidak. Sedangkan 
pembunuhan kesalahan adalah suatu pebuatan yang mengakibatkan kematian 
yang tidak disertai niat penganiayaan. 
Adapun unsur pembunuhan sengaja ada 3: 
1. korban adalah orang yang hidup 
2. perbuatan pelaku tindak pidana mengakibatkan kematian korban 
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3. ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. 
 Yang dimaksud bahwa korban masih hidup adalah Ia hidup ketika terjadi 
pembunuhan, sekalipun ia dalam keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada 
dalam perut ibunya tidak bisa dikatakan manusia yang hidup sempurna. Oleh 
karena itu, pembunuhan bayi dikategorikan kedalam pembunuhan dalam bentuk 
yang khusus, sehingga sanksinya juga berbeda. 
 Dalam unsur yang kedua disyaratkan pada perbuatan tersebut dilakukan 
oleh si pelaku dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban. 
Dan dalam pembunuhan tersebut menggunakan alat atau tidak yang jelas dengan 
adanya tindakan menyebab kan hilangnya nyawa seseorang. 
Sehubung dengan unsur yang ketiga, adanya niat si pelaku untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’Idan Imam 
Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian., maka 
pembunuhan tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun ia 
melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya 
hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam 
pembunuhan sengaja.
3
 
Padahal membunuh bayi adalah perbuatan melanggar Hukum, 
mengingkari Hukum dalam hatinya dan hukum dalam undang-undang. 
Terkait dengan pembunuhan bayi ini, pelaku tindak pidana pembunuhan 
bayi dapat diancam dengan berbagai ancaman pidana pada pasal 80 UU Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu
4
: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam   
pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh 
puluh dua juta rupiah).  
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(2) Dalam hal Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka   
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan 
tersebut Orang Tuanya. 
 
Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya pada saat 
atau setelah dilahirkan adalah bentuk pembunuhan mirip disengaja, yang dalam 
praktik hukum sering disebut juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan 
mati terdapat di dalam pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 
anak. 
Terkait sanksi membunuh bayi dalam perspektif Islam, Pembunuh bayi 
dengan rencana harus di hukum Kisas ataupun Diyat untuk memberi efek jerah 
agar Ibu atau Ayah yang merupakan Orang Tua takut akan berbuat tindak pidana 
pembunuhan bayi tersebut. 
Membunuh bayi kenyataannya masih ditemukan atau didengar di berbagai 
media. Meskipun hukum & perundang-undangan telah memberi ancaman dengan 
ancaman sanksi (KUHP) maupun (UU Tentang Perlindungan Anak). 
Boleh jadi Mereka tidak mengetahuinya ataupun mereka sebenarnya tahu 
praktek sanksinya di pengadilan akan tetapi sanksi yang diberikan tersebut tidak 
tergolong berat baginya. 
Unsur dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang 
ada dibelakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang 
diketahui si ibu harus ditujukan yaitu: 
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1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa 
2) Nyawa bayinya sendiri 
3) Waktunya yakni: 
a. Ketika bayi sedang dilahirkan 
b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan. 
Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki 
wujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat 
menimbulkan kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan 
terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat 
dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.
5
 
Di dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas 
untuk tidak membunuh bayi seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Isra’ 
ayat 31:  
 َوَاًَيرِب  َك اًئْطِخَ  نا َك ْمُه لْ ت  قََّنِإَْمُكاَّيِإ وَْمُه ُُقزْر  نَُنْ نٍََق  لَْمِإَ ة يْش خَْمُك د  لَْو أَاْوُل ُتْق  تَ  لَ 
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh 
mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
6
 
 
Pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan kepada anak-
anak. Diantaranya UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
KEPPRES RI No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Pelindungan Anak Indonesia, 
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UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  UU No. 35 tahun 
2014 perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Keseluruhan dari UU ini berfungsi untuk melindungi anak-anak dalam segala 
bentuk perbuatan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran 
Hak Asasi Manusia.Termasuk jika anak-anak tersebut terlibat dalam hukum, baik 
sebagai korban, saksi, ataupun tersangka. 
Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa negara telah menegaskan 
melalui UU mengenai perlakuan terhadap anak yang seharusnya. Namun, 
kenyataan menunjukkan pula bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak dari hari 
ke hari semakin banyak dengan motif yang beragam, terutama dalam kaitannya 
dengan pembunuhan bayi. Realitas ini tentunya menjadi suatu pertanyaan besar 
karena terjadi kesenjangan antara harapan yang ingin diciptakan oleh keberadaan 
UU dengan peristiwa-peristiwa nyata di dalam masyarakat. Hal ini 
memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis yang 
dimaksud. Hal penting yang lain adalah bahwa negera Indonesia tidak hanya 
mengenal hukum nasional, tetapi juga hukum Islam. Walaupun Hukum Islam 
bukanlah hukum yang dianut oleh negara kita, namun sering kali terjadi 
kesinambungan antara hukum Islam dengan hukum nasional dalam menghadapi 
masalah kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk masalah pembunuhan bayi 
yang dilakukan oleh Orangtua yang saat ini marak terjadi,  perlu pengkajian 
mendalam mengenai bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut. 
 
B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 
luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka 
penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka 
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penulis membatasi permasalahan tentang tindak pidana pembunuhan bayi ditinjau 
dari hukum pidana Islam sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian 
a. Tindak Pidana 
b. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi 
c. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
d. Hukum Pidana Islam 
 
2. Deskripsi Fokus 
a. Tindak Pidana Pembunuhan 
Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang 
lain. Perkataan “nyawa” seringdisinonimkandengan “jiwa”. Kata nyawa 
dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kematian 
pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan 
kehidupan pada manusia, Yang secara umum disebut dengan pembunuhan.
7
 
b. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi  
Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan 
tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut 
dengan pembunuhan bayi yang ada di dalam pasal 308 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).
8
 
c. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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UU No. 35 tahun 2014 adalah UU yang membicarakan mengenai 
perlindungan anak.Dalam UU ini dibahas mengenai hak dan kewajiban anak 
dalam berbagai aspek kehidupan.UU ini juga membahas mengenai orang-
orang ataupun lembaga-lembaga yang diharapkan dapat memberikan 
perlindungan terhadap anak.Serta bentuk-bentuk perlindungan yang harus 
diberikan kepada anak dari segala aspek. 
d. Hukum Pidana Islam 
Hukum Pidana Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
9
 
 
C.   Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini terbagi atas dua yaitu, pokok masalah yaitu 
“Bagaimana tinjuan Yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan bayi yang 
dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum Islam?” dan sub-masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana 
Positif mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Orang Tuanya? 
2. Bagaimanakah Penerapan sanksi tindak pidana Pembunuhan bayi yang 
dilakukan oleh Orang Tua dalam Putusan Nomor: 
146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm? 
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D.   Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain: 
1. SoedjoncDirdjosisworodalam bukunya “Filsafat Peradilan Pidana dan 
Perbandingan Hukum”, diterbitkan oleh CV.ARMICO tahun 2005. 
Buku ini berisi, antara lain Pembunuhan bayi, apabila seorang wanita 
dengan sengaja mengakibatkan kematian anaknya, dibawah usia 12 bulan 
namun karena keseimbangan fikirannya terganggu oleh pengaruh setelah 
melahirkan, ia dipersalahkan membunuh bayi (dan bukan membunuh 
dengan maksud jahat yang dipikirkan semula); Undang-Undang 
Pembunuhan bayi 1938. Kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman yang 
serupa dengan pembunuhan yang tidak direncanakan. Memusnakan 
nyawadarianakbayi yang belum dilahirkan sebelum terlepas dari janin 
ibunya merupakan kejahatan “memusnakan bayi”, terkecuali apabila 
pemusnaan bayi tadi terpaksa dilakukan demi menyelamatkan ibunya. 
(Undang-Undang nyawa-penyelamatan bayi), 1929.
10
  Dalam buku ini 
belum menjelaskan secara rinci mengenai pembunuhan bayi yang 
dilakukan oleh ibu kandung terlebih lagi dari sudut pandang Islam, 
sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah 
tersebut. 
2. Ali Qaimi dalam bukunya “Menggapai Langit Masa Depan Anak”, 
diterbitkan oleh Penerbit Cahaya, tahun 2002. Buku ini berisi, antara lain 
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Pentingnya sifat keibuan sosok yang amat penting dan bernilai. Aktifitas 
dan pengaruh diberikannya bagi umat manusia sungguh sangat 
menakjubkan. Secaralahiria, iasamadenganmanusialainnya. Namun 
sebenarnya, ia adalah malaikat langit yang dengan kekuatannya maknawi 
(spiritual)-nya, mampu memberikan pengaruh dan perubahan pada jiwa 
dan perilaku suami serta anak-anaknya; menjadi baik dan mulia ataupun 
buruk dan tercela. Ia mampu berperang dalam bermacam-macam tugas 
dan tanggung jawab, seorang ibu. Serta menjaditemanbermainbagisianak. 
Namun, peranterpentingnyaadalahsebagaiibu. Peran wanita dalam 
pendidikan anak, dari satu sisi, lebih besar ketimbang laki-laki. Sebab, si 
anak lebih banyak berada disamping ibunya dan darahnya berasal dari ibu. 
Sebagaimana firman Allah SWT:  
 “Dan orang-orang yang memeliharaamanat-amanat (dipikulnya) 
danjanji-janjinya. (al-Mukminun: 8)  
a. Seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya, menciptakan kehangatan 
dalam rumah tangganya, memperkuat berbagai sisi emosional si anak 
untuk membentuk dan membina kepribadiannya, pastilah memperoleh 
pahala sebagai seorang ibu. Bahwaknia pun mengetahuibahwa tugas 
sebagai ibu lebih utama ketimbang tugas sebagai isteri jika menjadi 
seorang ibu, ia menjadi guru, pendidik, dan pengajar, yang 
menyediakan berbagai sarana untuk pertumbuhan dan kemajuan si 
anak.
11
Dalam buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai 
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pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terlebih lagi dari 
sudut pandang Islam, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih 
rinci mengenai masalah tersebut. 
3. Muhammad Abdul Ghoffar dalam bukunya “Menyikapi Tingkah Laku 
Suami”, diterbitkan oleh PT Niaga Swadaya, tahun 2007. Buku ini berisi, 
antara lain mengenai ketika suami tidak menghendaki seorang anak, baik 
anak pertama, kedua, atau ketiga dan seterusnya, dia akan berusaha untuk 
menggugurkannya sebelum dia lahir secara normal. Meski termasuk 
perbuatan yang dilarang oleh Agama dan juga negara. Tapi, tetap banyak 
pasangan suami-istri yang melakukannya. Belum lagi bicara tentang efek 
dan akibat yang ditimbulkan setelah dilakukan, khususnya bagi istri. Dari 
sulit hamil lagi sampai pada kematian pendarahan. Sudah banyak korban 
berjatuhan tapi tidak menyurutkan minat pasangan suami-istri untuk 
membunuh darah dagingnya sendiri hanya karena alasan yang dibuat-buat, 
takut tidak bisa makan, takut miskin, dan lain sebagainya. Meskipun 
dalam kondisi tertentu. Lalu apa yang harus anda lakukan jika suami tidak 
ingin mempunyai anak? Apakah anda akan menerima atau menolak? Jelas 
ini memerlukan sikap yang bijak dan tindakan yang tepat agar hal ini tidak 
menjadi petaka dalam rumah tangga anda. Karena itu, beberapa Tip 
berikut ini mudah-mudahan bisa membantu anda untuk menyikapi 
permintaan suami anda tersebut sekaligus mencari jalan keluarnya: 
a. Tetap tenang dan jangan panik 
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b. Ingatkan suami bahwa anak adalah anugrah ilahi yang patut 
disyukuri bukan ditakuti. Hendaklah ia menerima kelahiran dengan 
lapang dada tanpa harus khwatir tidak bisa memberinya makan 
atau nafkah. 
c. Membunuh adalah perbuatan dosa.12Dalam buku ini belum 
menjelaskan secara rinci mengenai pembuangan bayi oleh ibu 
kandung terlebih lagi dari sudut pandang Islam, sehingga 
penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah 
tersebut. 
4. Zainuddin Ali dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” diterbitkan 
olehSinar Grafika, tahun 2009. Buku ini berisi, antara lain mengenai 
pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh sesorang atau 
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang 
meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan 
beberapa orang melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau 
dikelompokan menjadi: disengaja (al-qathl ‘amdi) dan tidak disengaja (al-
qathlul syibhul ‘amdi). Kedua klasifikasi pembunuhan dimaksud, akan 
diuraikan sebagai berikut: 
a) Pembunuhan sengaja (al-qathl ‘amdi) adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang 
lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk 
membunuh. 
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b. Pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul syibhul ‘amdi) adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur 
kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan 
pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan 
menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.
13
 Dalam buku ini 
belum menjelaskan secara rinci mengenai pembunuhan bayi yang 
dilakukan oleh ibu kandung terlebih lagi dari sudut pandang Islam, 
sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah 
tersebut. 
5. Dengan judul jurnal warga Osamaliki temukan mayat bayi. Adapun isi 
ringkasan jurnal ini warga disekitar RSUD Salatiga, jl. Osamaliki 
dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat bayi yang diperkirakan baru saja 
lahir. Mayat bayi tersebut di temukan dalam keadaan terbungkus kantung 
plastik berwarna hitam. Salah satu warga mengatakan mayat bayi tersebut 
ditemukan dalam keadaan tengkuraplengkap dengan tali pusar yang masih 
menempel ditubuhnya. Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan 
oleh pihak keamanan RSUD. Hingga berita ini diturunkan, mayat bayi 
tersebut masih berada di kamar jenazah RSUD. Aparat kepolisian dari 
polres Salatiga sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal 
ini.
14
 Dalam Jurnal ini belum menjelaskan secara rinci mengenai 
                                                             
13
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2009), h.24. 
14
http://jurnalwarga.com/2014/04/04/warga-Osamaliki-temukan-mayat-bayi.html(diakses 
pada tanggal 4 april 2014). 
14 
 
pembuangan bayi oleh ibu kandung terlebih lagi dari sudut pandang Islam, 
sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah 
tersebut. 
6. Dengan judul jurnal periode januari-maret empat bayi dibuang, kasus 
pembuangan bayi marak di kota medan. Adapun isi ringkasan jurnal ini 
dimana fenomena kasus pembuangan bayi semakin merebak di kota 
medan, bayi yang dibuang diduga hasil hubungan pranikah semakin sering 
terjadi. Senin malam kemarin, warga yang bermukim di jalan bengkel 
kelurahan P Brayan Benkel Baru Kecamatan Timur dikejutkan dengan 
penemuan bayi tergantung selendang di pagar rumah warga. Penemuan 
bayi laki-laki yang baru berusia 7 hari itu pertama kali diketahui oleh 
seorang warga bernama Herman. Malam itu herman tiba-tiba mendengar 
suara tangisan anak bayi. Begitu mengecek asal suara tangisan yang 
membuat bulu roma bergidik itu, ternyata herman menemukan ada bayi 
laki-laki yang tergantung dengan selendang warna merah di pagar samping 
rumahnya. “Dekandensi moral itu sebegitu luar biasa rusaknya dibangsa 
kita, terutama di kalangan anak muda. Kita lihatlah, kita tabu 
membicarakan pendidikanseks namun dengan sngat terbuka terhadap 
fasilitas untuk melakukan seks bebas luar biasa, mulai dari hotel esek-
esek, cafe esek-esek, kos esek-esek,” kata agus ketika dihubungi wartawan 
melalui selular.
15
Dalam jurnal ini belum menjelaskan secara rinci 
mengenai pembunuhan bayi oleh ibu kandung terlebih lagi dari sudut 
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pandang Islam, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci 
mengenai masalah tersebut. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
a. Untuk mengungkapkan perbandingan antara hukum Islam & hukum 
Positif mengenai tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh 
Orang Tuanya? 
b. Untuk mengungkapkan penerapan sanksi tindak pidana Pembunuhan 
bayi yang dilakukan oleh Orang Tua dalam Putusan Nomor: 
146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm? 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan 
pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya 
mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang 
dilaukan Oleh Orang Tua ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. 
 
b. Kegunaan praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun 
sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta 
kepada masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber 
informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang 
tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan 
16 
 
Bayi yang dilakukan oleh Orang Tua sehingga dapat membantu 
mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh 
pembentuk Undang-undang karena mempunyai sociologsche geiding. Tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, 
dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana. membedakan antara dua 
istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan jahat, yang dalam hal ini dapat 
dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orangnya. 
Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis yang merupakan 
opposite dari pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya 
pidana itu kesemua merupakan sifat dari perbuatan.  
Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan 
tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang 
tertuang dalam KUHP dan undang-undang diluar KUHP (UU No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak) serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam 
masyarakat (Hukum Pidana Adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau 
ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalamundang-undang dapat dikatakan 
sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam Undang-
Undang.
1
 
Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah 
untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dalam hal ini perintah dan 
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Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.69. 
larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap 
norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi. 
Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-
undang terdapat tiga cara yaitu  
1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu Pasal. Cara ini 
dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP;  
2. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di Pasal lain, atau kalau 
dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan Pengendalian 
Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya;  
3. Sanksi sudah dicanumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum 
ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko misal: Pasal 
122 sub KUHP, normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan 
menghubungkannya kepada Pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu 
ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana walaupun tidak lebih dulu 
menurut waktu.
2
 
Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan 
unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.  
Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:  
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan. 
2. Maksud pada suatu percobaan  
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
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Tri Andrisman, Hukum Pidana, Lampung: niversitas Lampung, 2007. h.81. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau seperti misalnya dalam kejahatan 
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut menurut KUHP Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 
pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melawan hukum. 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan. 
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 
yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.
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Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
pebuatan pidana atau tindakan pidana.  
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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Sudarto, Hukum Pidana 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h.37. 
 “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu 
perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut:  
“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 
hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”  
 “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab).
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Delik tindak pidana dikarenakan alasan sebagai berikut:  
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 
b. Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus 
yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati. 
c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana 
juga menggunakan delik. 
d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan 
oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi 
indonesia. 
e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan 
peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya). 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat 
beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:  
a. Suatu perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
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Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.21. 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan.
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2. Jenis Tindak Pidana  
Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. 
Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain Pembedaan 
kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah 
perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang 
dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang orang baru 
menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut 
tercantum dalam Undang-Undang (delik Undang-Undang).  
 
 
B.   Tindak Pidana Pembunuhan Bayi 
1. Pengertian Bayi 
Bayi adalah seorang makhluk hidup yang belum lama lahir (Muchtar, 
2002). Mnurut Soetjiningsih (2004), bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun, 
dengan pembagian sebagai berikut: a.Masa neonatal, yaitu usia 0 – 28 hari 1)Masa 
neonatal dini, yaitu usia 0 – 7 hari 2)Masa neonatal lanjut, yaitu usia 8 – 28 hari 
b.Masa pasca neonatal, yaitu usia 29 hari – 1 tahun Bayi merupakan manusia yang 
baru lahir sampai umur 1 tahun, namun tidak ada batasan yang pasti. Pada masa 
ini manusia sangat lucu dan menggemaskan tetapi juga rentan terhadap kematian. 
Kematian bayi dibagi menjadi dua, kematian neonatal (kematian di 27 hari 
pertama hidup), dan post-natal (setelah 27 hari). 
Bayi adalah seorang makhluk hidup yang belum lama lahir (Muchtar, 
2002). Mnurut Soetjiningsih (2004), bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun, 
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Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
h.78. 
dengan pembagian sebagai berikut: a.Masa neonatal, yaitu usia 0 – 28 hari 1)Masa 
neonatal dini, yaitu usia 0 – 7 hari 2)Masa neonatal lanjut, yaitu usia 8 – 28 hari 
b.Masa pasca neonatal, yaitu usia 29 hari – 1 tahun Bayi merupakan manusia yang 
baru lahir sampai umur 1 tahun, namun tidak ada batasan yang pasti. Pada masa 
ini manusia sangat lucu dan menggemaskan tetapi juga rentan terhadap kematian. 
Kematian bayi dibagi menjadi dua, kematian neonatal (kematian di 27 hari 
pertama hidup), dan post-natal (setelah 27 hari). 
Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah 
terlahir dari rahim seorang ibu. Pada masa ini, perkembangan otak dan fisik bayi 
selalu menjadi perhatian utama, terutama pada bayi yang terlahir prematur 
maupun bayi yang terlahir cukup bulan namun memiliki berat badan rendah. Baik 
ibu maupun bapak dan orang-orang terdekat si bayi juga harus selalu mengawasi 
serta memberikan perawatan yang terbaik bagi bayi sampai bayi berumur 1 
tahun.
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2. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Bayi oleh Orang 
Tua dalam KUHP & UU Tentang Perlindungan Anak 
Mengenai sanksi pidana ini terdapat Dalam KUHP disebutkan mengenai 
sanksi pidana yang terdiri atas :  
Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari: 
1. Pidana Mati  
Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah 
satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana 
pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.  
2. Pidana Penjara  
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Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
(Yogyakarta: Markid Press, 2012), h.8. 
Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana terhadap perampasan 
kemerdekaan. Dalam Pasal 80 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
3. Pidana Kurungan  
Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih 
ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan 
yang dilakukan dengan ketidaksengajaan dan untuk hukuman terbarat dari tindak 
pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana 
denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda 
adalah minimal satu hari dan maksimal delapan bulan.  
4. Pidana Denda  
Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk 
membayar sejumlah uang yang telahditetapkan dalam putusan pengadilan kepada 
negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat 
menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda. Pada pasal 80 
ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) (2) & (3) Tentang Perlindungan 
Anak. 
5. Pidana Tutupan  
Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak 
pidana di bidang politik. 
6. Pidana Tambahan  
Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga 
mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari:  
1. Pencabutan hak-hak tertentu  
Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, yaitu:  
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;  
b. Hak memasuki angkatan bersenjata. 
c. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan 
umum. 
d. Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan 
sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya. 
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri. 
f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
2. Perampasan beberapa barang tertentu: 
Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang 
dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini 
juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya. c) 
Pengumuman putusan hakim  
Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, 
akan tetapi bila dianggap perlu maka putuan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas 
dengan  
cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa 
pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 
ditentukan dalam Undang-Undang.
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1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa 
yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan 
pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.  
Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk 
menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang pelaku harus melakukan sesuatu 
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Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 
h.41. 
atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain 
dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa 
meninggalnya orang lain tersebut.Dengan demikian, orang belum dapat berbicara 
tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat 
meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  
Dengan melihat pasal tentangg pembunuhan bayi kita dapat melihat unsur-
unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:  
a. Unsur subyektif dengan sengaja.  
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam 
karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam 
tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang 
lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.  
secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:  
1. Sengaja sebagai niat. 
2. Sengaja insaf akan kepastian. 
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.8 
mengenai unsur sengaja sebagai niat yaitu: 
Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. 
Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk 
menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang 
tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan 
sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat 
atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.  
Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:  
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Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu 
bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, 
kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbauatan itu.  
Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai 
berikut: 
Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk 
menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari 
kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia 
kehendaki.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur 
kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku mengetahui 
dan menghendaki hialngnya nyawa seseorang dari perbuatannya.  
b. Unsur Obyektif:  
Perbuatan menghilangkan nyawa: 
Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan 
pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena 
(misalnya: membacok) belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa orang lain, 
kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan 
belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 338.  
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu:  
1. Adanya wujud perbuatan.  
2. Adanya suatu kematian (orang lain). 
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan 
akibat kematian (orang lain). 
Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan 
walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan 
tetapi dapat timbul kemudian.
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan 
yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga 
dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat 
pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang 
dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan 
tehadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut: 
1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam 
pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-
undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 
menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang 
telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. 
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang 
baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya 
pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan 
kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah 
diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa 
seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan 
terlebih dahulu yang telah disebut kindermoord.  
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3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang 
bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari orang itu sendiri. 
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh 
diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang 
telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.  
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita 
atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 
Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat  
undang-undang telah disebut dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan 
ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara 
beberapa jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-
masing yaitu:  
1. Kesengajaan menggugukan kandungan dilakukan orang atas permintaan 
wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 
KUHP.  
2. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu 
dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 
KUHP.  
3. Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan orang dengan 
mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur 
dalam Pasal 348 KUHP.  
4. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorng wanita yang 
pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau 
seorang permu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 
KUHP.
10
 
C.   UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang membahas mengenai 
masalah anak. Aturan-aturan tersebut diantaranya, UU RI No. 4 tahun 1979 
tentang kesejahteraan anak, KEPPRES RI No. 77 tahun 2003 tentang Komisi 
Pelindungan Anak Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak,  Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak serata UU No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 
35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berdasarkan dari aturan-aturan 
tersebut, maka diketahui bahwa terkhusus untuk perlindungan anak, yang menjadi 
aturan hukumnya adalah UU No. 35 tahun 2014sebagai perubahan atas UU No. 
35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk 
melindungi hak-hak anak serta melindungi anak dari tindakan tidak 
manusiawi.Perlindungan anak juga didefinisikan sebagai segala usaha yang 
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, 
mental maupun sosial.
11
Pengertian ini sesuai dengan  tujuan dari UU No. 35 tahun 
2014 yaitu untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12
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Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak,bab II, pasal 3. 
Hak dan kewajiban anak yang dimaksudkan di atas secara jelas dibahas 
pada Bab III pasal 4 hingga pasal 19 UU No. 35 tahun 2014.
13
 Adapun hak dan 
kewajiban anak yang dimaksud yaitu: 
1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status 
kewarganegaraan. 
3. Sertiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang 
tua atau wali. 
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh 
orang tuanya. Untuk anak yang orang tunya tidak dapat mengasuh dan 
menjamin perkembangannya maka anak tersebut berhak diangkat atau 
diasuh sebagai anak sesuai ketentuan perundang-undangan. 
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakatnya.Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh 
pendidikan, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak 
lain. Khusus untuk anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 
luar biasa, sedangkan untuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak 
mendapat pendidikan khusus. 
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bab III, pasal 4 – 19. 
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, 
menerima, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan diri nsesuai nilai kesusilaan dan kepatutuan. 
8. Setiap anak berhak istirahat, mnemanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 
teman sebayanya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat 
kecerdasan demi pengembangan diri. 
9. Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi 
maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan penganiayaan 
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali 
ataupengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan yang dimaksud, 
maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 
11. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana, Anak 
tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 
dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 
pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 
Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 
memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan 
memperoleh Hak Anak lainnya. 
12. Setiap anak berhak untuk meperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 
kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa 
dengan unsur kekerasan dan peperangan, dan kejahatan seksual. 
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak 
memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta dalam penangkapan, 
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai hukum 
dan merupakan upaya terakhir. 
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat 
perlakuan manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh 
bantuan hukum dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak. Untuk anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum maka berhak dirahasiakan. 
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapat bantuan hukum. 
16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, 
mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah 
air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai ajaran agama, dan 
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.  
Tanggung jawab mengenai perlindungan anak ini harus dilakukan oleh 
setiap orang, baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.
14
 
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan antara 
lain mengasuh dan memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya,serta 
mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Jika orang tua sudah tidak 
ada maka kewajiban dan tanggung jawab beralih pada keluarga, yang 
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 
dilaksanakan melalaui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
perlindungan  anak. Sedangkan untuk kewajiban dan tanggung jawab Negara, 
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pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pada anak 
dilakukan dengan cara: 
1. Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status 
hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. 
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. 
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang 
secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 
Ada beberapa prinsip mengenai perlindungan anak terdapat dalam 
Konvensi Hak Anak yaitu
15
: 
1. Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, 
suku, agama, ras, dan social ekonomi. 
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang 
menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 
legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 
harus menjadi pertimbangan utama. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini 
merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh 
pemerintah , masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan, 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan terhadap hak-
hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
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pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupannya. 
Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak ini menjadi asas dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.Asas mengenai perlindungan anak 
menurut Abintoro,
16
 yaitu: 
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri. 
Asas tentang anak tidak dapat berjuang sendiri memberikan 
penekananbahwa  anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus sebagai modal 
utama kelangsungan hidup manusia belum dapat berjuang sendiri untuk 
melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus 
mengusahakan perlindungan terhadap hak-hak anak. 
2. Kepentingan terbaik anak atau the best interests of  the child 
Asas kepentingan terbaik anak atau the best interests of  the child ini 
mekasudnya adalah bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus 
menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai paramount importance atau 
prioritas tertinggi. Maksudnya adalah bahwa setiap keputusan yang akandiberikan 
kepada anak harus benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. 
3. Ancangan daur kehidupan 
Asasancangan daur kehidupan maksudnya adalah bahwa perlindungan 
anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.Hal ini bertujuan untuk menjamin 
kelangsungan hidup anak-anak serta pemberian hak dalam menjalani kehidupan. 
 
4. Lintas sektoral 
Asas lintas sektoral yang dimaksud adalahnasib anak bergantung pada 
berbagai faktor makro dan mikro sehingga pemberian perlindungan anak bukan 
hanya diberikan oleh orang-orang terdekat dari anak tetapi juga diberikan oleh 
setiap orang. 
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Terkait dengan implementasi dari UU No. 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak ini, yang dimaksud perlindungan anak pada penelitian ini 
adalah perlindungan terhadap anak dalam bidang khusus. Perlindungan anak 
dalam bidang khusus diatur pada pasal 59 yaitu
17
: 
(1) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak.  
(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 
anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, 
penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan 
terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah 
dan penelantaran.  
Lebih lanjut, perlindungan anak yang dimaksudkan dalam bidang 
khususpada penelitian ini adalah perlindungan yang mengatur mengenai anak 
yang berhadapan dengan hukum.Hal ini jelas terdapat pada beberapa pasal dalam 
UU No. 35 tahun 2014, yaitu: 
 Pasal 16 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 
(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan, 
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya berakhir.  
Pasal 17 ayat 2 
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
 Pasal 18 
Setiap anak yang menjadin korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
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pasal 59 ayat 1 dan 2. 
 Pasal 64 
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf bdilakukan melalui: 
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
umurnya; b. Pemisahan dari orang dewasac. pemberian bantuan hukum 
dan bantuan lain secara efektif, d.pemberlakuan kegiatan rekreasional, e. 
pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya, f. 
penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, 
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, h. pemberian 
keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum, i. penghindaran dari publikasi 
atas identitasnya, j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang 
yang dipercaya oleh Anak, k. pemberian advokasi social, l. pemberian 
kehidupan pribadi, m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak 
Penyandang Disabilitas, n. pemberian pendidikan, o. pemberian pelayanan 
kesehatan dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Pasal 69 
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf idilakukan melalui upaya :  
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
Pasal 69A 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana 
dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. 
b. Rehabilitasi social 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di siding pengadilan.  
 
 
D.   Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman 
atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur‟an dan Hadist. Tindakan 
kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang menggangu 
ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang 
bersumber dari Al Qur‟an dan Hadits. 
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. syari‟at 
Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia 
untuk melaksankannya. Konsep kewajiban asasi syari‟at yaitu menempatkan 
Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang 
ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi 
perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan 
dirinya dan orang lain. 
1. Asas-asas Hukum Pidana Islam 
Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari 
pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya: 
a. Asas Legalitas 
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran 
dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang ayat mengandung makna 
bahwa Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya 
menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman). 
b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain 
Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, 
baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan 
yang setimpal.Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia 
kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat 
oleh orang lain. 
 
c. Asas Praduga Tak Bersalah 
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang 
yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum 
hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas 
persalahannya itu.
18
  
2. Hukuman Dalam Pidana Islam 
Hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa bagian, 
diantaranya: 
1. Qishash adalah hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korban. 
Contohnya jika seseorang membunuh maka pelaku akan di bunuh juga.  
2. Diyat adalah pembunuh harus membayar kompensasi kepada pihak 
keluarga korban senilai 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor 
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kambing. Diyat terbabagi dua, yaitu: 1) Diyat yang diperberat (Diyat 
Mughallazah) 2) Diyat yang diperingan (Diyat Mukhaffafah). 
3. Khafarat adalah suatu cara untuk menebus kesalahan (dosa) yang 
dilakukan secara sengaja. Khafarat berupa berpuasa dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan..
19
 
3.   Ciri-ciri Hukum Pidana Islam 
Ciri-ciri hukum pidana Islam adalah sebagai berikut: 
1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam 
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai-
pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. 
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci: yaitu 
 a)syariah  
 b) fikih. 
4. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama yaitu: 
a) hukum ibadah  
b) hukum muamalah dalam arti  yang luas. 
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seprti dalam bentuk 
bagan bertingkat. 
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. 
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi:  
1) hukum taklifi. 
 2) hukum wadh’i.  
4.   Tujuan Hukum Islam 
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Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat.Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang 
dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad, baik yang  termuat di dalam Al-Qur‟an 
maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat 
kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah  serta 
menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain 
tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun 
rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu 
Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang 
telah dikutip oleh H.Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. 
5. Perbandingan  Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana di 
Indonesia 
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga kini merupakan 
peninggalan penjajahan Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda 
dengan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, seperti mengutamakan kebebasan, 
menonjolkan hak-hak individu, dan kurang berhubungan dengan moralitas. 
Ancaman pidana yang dijatuhkan oleh para hakim di sidang pengadilan 
seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya korban 
kejahatan dan keluarganya. Berbagai kejahatan dengan kekerasan seperti 
perampokan, pencurian, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan yang setiap hari 
terjadi di depan mata masyarakat hanya diganjar hukuman ringan. Ditambah 
dengan faktor krisis multidimensi dan lemahnya penegakan hukum, masyarakat 
yang terhimpit berbagai beban bangkit melakukan perlawanan secara masal 
terhadap berbagai macam kejahatan tadi dan akibatnya sering sangat fatal. 
Hukum pidana Islam ditandai oleh kuatnya celupan (shibgah) keagamaan. 
Dengan demikian ketaatan seorang muslim pada hukum ini bukan atas dasar 
ketakutan, tetapi atas  dasar kesadaran iman. Dengan demikian menjalankan atau 
menegakkan hukum ini dalam pandangan seorang muslim merupakan bagian dari 
keislaman yang total, hukum ini juga berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak) 
karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia.. 
Dalam Hukum Pidana Positif di indonesia yang menjadi perbedaan adalah 
bahwa tidak dapat dilakukan damai secara hukum antara keluarga pihak yang 
dibunuh dan orang yang membunuh. Jadi walaupun ada perdamaian antara kedua 
belah belah pihak proses pidananya tetap berjalan. Dalam hukum pidana positif di 
indonesia tidak dikenal damai yang menggugurkan proses pidana kecuali untuk 
kasus yang memuat delik aduan, seperti kasus pencurian dalam keluarga dan 
kasus perzinahan atau perselingkuhan bagi suami/istri. Delik aduan dapat dicabut 
kembali apabila pihak yang mengadukan tindakan pidana tersebut mencabutnya. 
Perbedaannya dalam hukum pidana Islam berlaku qishash dan diyat, 
sementara dalam hukum positif di indonesia yang di berlakukan adalah pidana 
penjara, kurungan, denda seperti pidana mati dan seumur hidup. 
Sementara itu dalam kasus pidana positif yang berlaku di indonesia tidak 
berlaku perdamaian secara hukum bila terjadi perbuatan melawan hukum yang 
melanggar kejahatan.
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6.   Bentuk-Bentuk Pembunuhan 
1. Pembunuhan Sengaja 
Pembunuhan sengaja {Amd} adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorangdengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat 
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yang dipandang layak untuk membunuh. Hukumannya wajib qisash ,nantinya si 
pembunuh wajib dibunuh pula, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang 
terbunuh dengan membayar diyat {denda} atau dimaafkan sama sekali. 
Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja: 
a. Korban adalah orang yang hidup. 
b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban. 
c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban 
Alat Yang Digunakan Dalam Pembunuhan Sengaja: 
1. Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk 
membunuh seperti pedang,tombak,dll. 
2. Alat yangkadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak 
jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk,tongkat. 
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti 
menggunakan tangan kosong. 
2. Pembunuhan Tidak Sengaja 
Pembunuhan tidak sengaja Khata adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia,dan tidak menggunakan alat yang secara lazim tidak 
mematikan.Hukumannya tidak wajib qishos tetapi wajib membayar denda{diat} 
ringan dan diangsur dalam 3 tahun.Sebagai contoh seseorang melakukan 
penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan 
menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia. 
3. Pembunuhan Semi Sengaja 
Pembunuhan Semi Sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh 
seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang 
guru memukulkan sebuah penggaris kepada kaki seorang muridnya,tiba-tiba 
muridnya meninggal dunia,maka pembuatan guru tersebut dinyatakan 
pembunuhan semi sengaja syibhu al –amdi. Bentuk ini tidak wajib qishos tetapi 
wajib membayar diyat berat dan dapat diangsur hingga 3 tahun. 
Unsur-Unsur Pembunuhan Semi Sengaja: 
1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. 
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. 
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 
korban. 
7.   Sangsi Hukum Bagi Pembunuh 
Berdasarkan ayat-ayat AL-Quran dan AL-Hadits yang dikutip diatas dapat 
dipahami bahwa sanksi hokum atas delik pembunuhan adalah sbb: 
a. tindakan pidana pembunuhan sengaja: 
1) hukum pokok adalah qishash, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan 
penderitaan korban, dan hukuman diyat yaitu pembunuh harus membayar 
kompensasi kepada pihak keluarga korban senilai 100 ekor unta atau 200 ekor 
sapi atau 1000 ekor kambing, dan   3) hukuam pengganti ta‟zir yaitu hakim 
diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang lebih maslahat. Disamping itu 
kepada pihak keluarga keluarga korban uantuk menentukan hukuman yang cocok 
terhadap pelaku atau memaafkannya pelaku apakah dengan syarat atau tanpa 
syarat. Dalam konteks pemberian maaf ini didalam Alqur‟an Surat al Baqarah; 2 
ayat 178 ditekankan bahwa pembunuh harus menyadari dan menginsafi bahwa 
pemberian maaf dari pihak keluarga adalah suatu keringan dari Allah dan sauatu 
rahmat. Dan kepada pihak keluaarga korban dimintakan agar jangan  melampau 
batas-batas hukuman yang telah ditentukan. 
2) Hukuman Pembunuhan Semi Sengaja 
Hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengja atau pembunuhan 
menyurapai sengaja dua macam yaitu: 
1. hukuman pokok terdiri dari hukuman diyat yaitu pembunuh memberikan 
kompensasi kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 unta atau 
200 ekor sapi atau 1000 ekor kambin, jika hukuman diyat oleh  pelaku 
pembunuhan merasa tidak mampu,  maka dikanakan 
hukuman kafarat yaitu dapat memerdekan hamba yang mukmin dan jika 
pelaku pembunuhan merasa tidak mendapatkan hamba maka hukuman, 
diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. 
2. hukuman pengganti pelaku pembunuhan berpuasa dua bulan berturut-turut 
sebagai pengganti atas tidak didapatkan hamba yang mukmin, juga hukum 
pengganti berupa ta‟zir yaitu hukuman yang diberikan kewengan kepada 
hakim untuk memilih hukuman yang sesui dengan perbuatan pelaku. Dan 
bagi pihak kelurga korban diberikan kesempatan oleh hakim hak untuk 
bersikap  dalam memilih hukuman atau memaafkan pelaku pembunuhan. 
b. Hukuman Pembunuhan tidak sengaja  
Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja sama dengan hukuman 
pembunuhan menyurpai sengaja, yaitu hukuman diyat  yaitu pembunuh 
meberikan kompensasi kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 unta 
atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing jika hukuman diyat oleh  pelaku 
pembunuhan merasa tidak mampu, maka dikanakan hukuman kafarat yaitu dapat 
memerdekan hamba yang mukmin, jika tidak mendapatkan hamba maka 
hukuman, maka diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan 
tidak sengaja selain dikenakan  hukuman diyat dan kafarat, juga dikenakan 
hukuman pengganti yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.
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Tidak seperti tindak pidana pembunuhan biasa yang hukumannya adalah 
qisas, menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi‟i dan Ahmad bin Hambali, di 
dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, hukuman qisas tidak 
berlaku, akan tetapi diganti dengan diyat atau pembayaran wajib yang disebut 
dengan gurrah yang artinya mengganti dengan budak laki-laki atau perempuan. 
Gurrah secara bahasa artinya adalah pilihan. Dengan kata lain, diyat dapat dibayar 
dengan budak laki-laki atau perempuan.  
Sesuai dengan perkembangan zaman yang telah meniadakan perbudakkan 
maka para fukaha bersepakat menentukan bentuk lain dari diyat ini adalah lima 
unta untuk satu budak. Pada diat janin laki-laki, para fukaha menentukan seperdua 
puluh diyat penuh dan diyat janin perempuan sepersepuluh diyat ibu. Jika diyat 
perempuan setengah dari diyat laki-laki, hasilnya diyat janin perempuan sama 
dengan seperduapuluh diyat penuh. Pembayaran diyat ini, menurut jumhur ulama 
merupakan pembayaran wajib atas tindak pidana disengaja ataupun tidak 
disengaja. 
 Dalam tindak pidana disengaja maka hukumannya diperberat dengan 
pembayaran diyat menggunakan harta dari pelaku, tanpa dibantu oleh orang lain 
sedangkan pada tindak pidana tidak disengaja, maka pembayaran dapat 
ditanggung atau dibantu oleh keluarga pelaku sedangkan menurut Imam Malik, 
hukuman qisas tetap berlaku bagi pembunuhan anak oleh orang tuanya secara 
sengaja dan  
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pada pembunuhan anak tidak sengaja, maka orang tua akan dikenai diat 
Mughallazah atau diat yang diperberat karena pada dasarnya bertujuan untuk 
mendidik atau memberikan pelajaran tetapi malah mengakibatkan kematian bagi 
si anak. Pembayaran gurrah ini pada dasarnya diatur pada tindak pidana 
pembunuhan atas janin atau aborsi tetapi jika melihat dari hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad beserta penjelasan arti kata Ibnu Manzur maka dapat 
disimpulkan bahwa diyat gurrah ini tidak hanya berlaku pada tindakpidana 
pembunuhan janin atau aborsi tetapi juga atas tindak pidana pembunuhan anak 
secara umum akan tetapi, terlepas dari pembunuhan sengaja atau tidak, tapi tetap 
dia tidak akan mendapatkan warisan dari yang telah dibunuhnya.
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Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya menurut Hukum 
IslamSanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam secara garis 
besar adalah hukuman itu sendiri dari hukuman pokok, serta ada juga hukuman 
pengganti dan hukuman tambahan. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana 
pembunuhan adalah qishâsh. Di mana qishâsh adalah balasan setimpal yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga 
korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat, dan hukuman tambahannya 
yaitu terhalangnya warisan atau wasiat. 
Al-Munawi berpendapat bahwa orang tua tidak diqishâsh karena 
membunuh anaknya karena mereka adalah penyebab dari adanya anak dan tidak 
mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Sedangkan menurut Imam 
Syafi‟i, Imam Hanafi, Imam Ja‟fari, Imam Hambali mengatakan bahwa dia 
mengetahui hadis tersebut dari banyak ulama bahwa seorang ayah atau orang tua 
tidak diqishâsh karenamembunuh anaknya. Untuk itu Imam Syafi‟i, Imam Hanafi, 
Imam Ja‟fari, Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi. Sedangkan Imam 
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Malik tidak sependapat dengan hal itu, menurutnya orang tua tetap diqishâsh, 
karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindak pidana 
pembunuhan anak yang tidak disengaja saja. Tindakan tersebut untuk memberikan 
pelajaran kepada orang tua agar tidak memperlakukan nyawa anaknya dengan 
semena-mena. 
Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena salah satu faktor yaitu kondisi 
sosial pada saat itu, terutama kondisi sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi‟i. 
Dalam kondisi sosial Imam Syafi‟i dapat dikatakan tidak separah kondisi sosial 
pada masa Imam Malik, sehingga Imam Syafi‟i berpendapat bahwa sangat tidak 
mungkin jika orang tua di qishâsh dengan sebab membunuh anaknya. Sedangkan 
kondisi sosial pada masa Imam Malik, pada saat itu kondisi sosial sangat parah 
sehingga pembunuhan anak bukan menjadi salah satu hal yang langka, tetapi 
sering terjadi hingga sekarang ini. Atas dasar itulah Imam Malik tetap menyatakan 
orang tua tetap di qishâsh dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi, 
peniadaan hukuman qishâsh hanya ada pada ketika pembunuhan itu terjadi jika 
tidak disengaja namun tetap membayar diyat mughalladzah. 
Hukuman yang dijatuhkan untuk maisng-masing jenis pembunuhan juga 
berbeda-beda, diantaranya yaitu: 
1. Pembunuhan sengaja atau qatl al-„amd sanksinya hukum qishâsh, yaitu 
menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagaimana firman Allah Tetapi 
barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia 
mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya 
dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 
Allah. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka dia akan 
mendapatkan adzab yang sangat pedih. Apabila qishâsh tidak dilaksanakan 
dengan baik, karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya 
maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukuman 
penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor 
unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw 
kepada penduduk yaman ‚Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh 
sorang mukmin tanpa alasana yang sah dan ada sanksi, dia harus diqishâsh 
kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan), dan 
sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa 
100 ekor unta. Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk 
diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, 
apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan 
tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari 
Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarat adalah memerdekakan hamba 
sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan 
puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarat ini 
adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya 
2. Hukuman pembunuhan semi sengaja atau qatl syibh al-„amd Apabila 
seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat 
membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak 
menyebabkan qishâsh, tetapi wajib membayar diyat mughallazhah (diyat yang 
diperberat). Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah ibn „Amr 
bahwa Nabi SAW bersabda: Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu 
menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan 
tongkat adalah 100 (seratus) ekor unta, diantaranya 40 (empat puluh) ekor yang 
didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)”.  
Hukuman tambahan atau kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja di sini 
adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2 
(dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya 
pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diserahkan 
kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman 
tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengna hukuman tambahan pada 
pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah 
dibunuhnya. Di dalam pembunuhan semi sengaja ini, diyat dibebankan kepada 
keluarga pelaku atau aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) 
bulan.  
3. Pembunuhan tidak disengaja atau Qatl Al-Hatha Apabila seseorang 
melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, 
pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya qishâsh. Dia hanya diwajibkan 
membayar diyat mukhaffafah (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Dan tidak 
layak bagi seorang mukmin membunuh seorang  
Jadi dapat dipahami bahwa keringanan tersebut dapat dilihat dari 3  
(tiga) aspek, yaitu: 
1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada âqilah (keluarga). 
2. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun. 
3. Komposisi diyat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok: 
a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun 
b. 20 ekor sapir betina yang sudah besar 
c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar 
d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun 
e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun. 
Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau 
diganti dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman tambahan 
adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun 
pembunuhannya karena kesalahan yang tidak disengaja.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 
dengan jalan menganalisisnya.
1
 Suatu metode penelitian akan mengemukakan 
secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.
2
 Dalam 
melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini dalam ilmu sosial adalah penelitian kualitatif lapangan 
(field research). penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, 
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi 
pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang
3
 
untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
4
 Namun dalam penelitian 
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hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris 
adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum 
tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang bertujuan untuk 
menelaah perilaku hukum warga masyarakat.
5
 Penelitian hukum empiris awalnya 
yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.
6
 
Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Jalan Usman 
Salengke No. 103,Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.
7
 pendekatan yang dilakukan dalam 
kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta 
memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum 
dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang 
melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan 
menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang 
dihadapi. 
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C. Sumber Data 
Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, 
adapun yang menjadi data primer adalah hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 
Hakim yang ditunjuk instansinya yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk 
menjadi informan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan 
perundang-undangan yang berkenang dengan pokok permasalahan yang dibahas. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
8
Peneliti melakukan pengamatan 
untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder. 
 
                                                             
8
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, 
h.140. 
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2. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (Panduan 
Wawancara).
9
 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani kasus pembunuhan bayi yang 
dilakukan oleh orang tua. 
3. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan 
harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
10
 . Dan dalam penelitian ini 
adalah dari dokumen-dokumen tentang pembunuhan bayi yang dilakuan oleh 
orang tua seperti putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
4. Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur 
mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.Adapun di dalam hal ini penulis 
akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-
                                                             
9
Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.193. 
10
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, 
h.141. 
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literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.”11 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen utama 
2. Pedoman Wawancara 
3. Handphone untuk dokumentasi dan recording 
4. Alat tulis 
5. Buku Catatan 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
analisis dengan tahapan, antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi 
data dan Penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 
permasalahan yang akan dibahas. 
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), 
h.17. 
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4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis 
sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 
permasalahan yang diajukan. 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif 
maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci 
kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan 
gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan 
untuk ditarik suatu kesimpulan. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan 
pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 
kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan 
menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dalam keabsahan data ini 
dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.
12
 
 
 
                                                             
12
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet, 
2009), h.270. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif 
mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang dilakukan Oleh Orang 
Tuanya 
Perbandingan diantara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terletak 
pada sanksi atas pembunuhan anak oleh orang tuanya. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa jumhur ulama berpendapat orang tua yang 
membunuh anaknya tidak dikenakan qisash akan tetapi akan diganti dengan diyat 
gurrah, yaitu pembayaran dengan lima ekor unta untuk satu anak dan 
pemberatannya terletak pada pihak yang menanggung diyat tersebut. Pada 
pembunuhan sengaja maka akan dikenakan diyat mughallazah (diyat yang 
diperberat), diyat tersebut hanya boleh ditanggung oleh pelaku sendiri. Kemudian 
dalam pembunuhan semi sengaja dikenakan diyat mughallazah namun 
perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada keringanan dapat 
dibantu dan ditanggung oleh kerabat pembunuh dan dapat dicicil selama tiga 
tahun. sedangkan pada pembunuhan tidak sengaja dikenakan diyat  mukhaffafah 
(diyat yang diperingan), diyat tersebut boleh ditanggung bersama antar pelaku dan 
keluarganya. Menurut Imam Malik, pembunuhan sengaja tetap dikenakan qisas 
sedangkan pembunuhan tidak sengaja dikenakan diyat mughallazah.
1
 
Berdasarkan putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm dalam hukum Islam 
dapat dikategorikan sebagai syibhu al-amdi atau pembunuhan semi sengaja yaitu 
                                                             
1
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h.54. 
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pembunuhan menyerupai sengaja dihukum diyat mughallazah yaitu diyat yang 
diperberat, Hukuman berupa 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta berumur 3 
tahun, 30 ekor  unta berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang 
sedang hamil) yang diberikan kepada kerabat dari ibu korban dan jika pelaku 
merasa tidak mampu maka dikenakan hukuman khafarat yaitu memerdekakan 
hamba yang mukmin dan bila tidak ada khafarat nya maka diganti dengan 
berpuasa dua bulan berturut-turut. 
Pada hukum pidana positif dengan adanya bentuk-bentuk pada tindak pidana 
tersebut sehingga menghasilkan sanksi yang berbeda-beda, yaitu :  
a. Pembunuhan anak biasa diancam dengan 7 tahun penjara  
b. Pembunuhan anak berencana dengan ancaman 9 tahun penjara  
c. Aborsi dengan 4 tahun penjara  
d. Pembunuhan  yang didahului penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 
tahun penjara dan/atau denda paling banyak  Rp. 3.000.000.000,00- (tiga 
miliar rupiah) ditambah sepertiganya dari hukuman tersebut jika 
pelakunya adalah orang tuanya sendiri.
2
 
Menurut Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa 
melalui wawancara yang penulis lakukan dalam hukum pidana positif semua 
perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang tersebut tetap 
menjadi pelaku tindak pidana, dan akan di hukum sesuai dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. Hukum pidana positif menganggap tindak pidana 
pembunuhan sebagai urusan pribadi yang hanya behubungan dengan individu dan 
                                                             
2
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1999), 
h.23.  
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tidak berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum pidana 
positif, apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pelaku 
tersebut dikenakan sesuai dengan dakwaan penuntut umum dalam pasal 80 ayat 
(3) dan ayat (4) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
Hukum pidana positif mendatang adalah ditegakkannya hukuman-
hukuman yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang supaya pelaku tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi. 
Itulah alasan-alasan dari kasus di atas, dan lebih mengarah pada tetap dihukumnya 
bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, meskipun dalam 
ketentuan hukum qishash menyatakan‚ Tidak dihukum ketika orang tua 
membunuh anaknya, akan tetapi bagi pelaku tindak pidana tersebut harus 
dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  
Karena saat ini sistem negara yang kita anut yaitu sistem presidensial jadi 
harus mengikuti kebijakan-kebijakan hukum yang sudah ditetapkan dalam 
undang-undang dan karena jika seluruh manusia menerapkan hukum qishash di 
zaman sekarang ini, maka akan banyak terjadinya tindak pidana pembunuhan 
ataupun tindak pidana yang lain. Namun hidup ini juga tidak lepas dari yang 
namanya suatu hukum, dimana adanya suatu hukum, maka hidup akan ada aturan-
aturan yang akan mengarahkan tingkah laku setiap orang untuk berlaku lebih baik. 
Untuk itulah mengapa peneliti tetap mengacu pada dipidananya bagi pelaku 
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tindak pidana pembunuhan bayi  oleh orang tuanya, yaitu dengan pidana pokok 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3
 
Menurut Hakim Yulianti Muhidin, Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa melalui wawancara yang penulis lakukan dalam hukum pidana 
positif mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan tindak 
pidana pembunuhan anak oleh orangtuanya. Hukuman utamanya adalah dipenjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun. 
Pembunuhan anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) serta pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Hampir semua peraturan tersebut menitik beratkan kepada 
pembunuhan atau penganiayaan terhadap anak. Yang mana anak terkadang 
dijadikan pelampiasan amarah orangtuanya, karena anak nakal, kelahiran anak 
yang tidak di inginkan, dll.
4
 
 
B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang dilakukan oleh 
Orang Tua dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm 
Menurut Elly Sartika Achmad dan Yulianti Muhidin, Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa sanksi 
pidana bagi pelaku dalam putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm antara lain 
yaitu: 
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Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 19 
Juni 2017. 
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Yulianti Muhidin, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 19 Juni 
2017. 
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1. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Diman Bin Made terbukti secara 
sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN 
KEKERASAN TERHADAP BAYI YANG MENGAKIBATKAN MATI. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda 
sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahan 
rumah tahanan negara. 
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas: 
-satu (satu) lembar celana pendek warna coklat 
Dikembalikan kepada saksi Mila Karmila  
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp5000,00 (lima ribu rupiah).
5
 
Pasal yang di gunakan dalam putusan tersebut adalah pasal 80 undang-
undang nomor 35 tahun 2014 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang perlindungan 
anak yang berbunyi: 
(1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh 
dua juta rupiah). 
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Yulianti Muhidin dan Elly Sartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa, 19 Juni 2017. 
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(2)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(3)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(4)  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut 
Orang Tuanya.
6
 
Pada hukum pidana positif, dengan adanya bentuk-bentuk dari tindakan 
pembunuhan anak ini menyebabkan adanya ancaman hukuman yang berbeda-
beda pada tiap bentuknya, yaitu :  
1. Pembunuhan Anak Biasa (pasal 341 KUHP) dan Berencana (pasal 342 
KUHP), masing-masing diancam dengan pidana penjara tujuh tahun dan sembilan 
tahun. Pasal ini hanya dikenakan pada ibu sebagai pelakunya dengan motif takut 
akan diketahui oleh orang lain tentang keberadaan anaknya dan jika pelakunya 
adalah ayahnya maka pasal yang akan dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa 
(pasal 338 KUHP) atau berencana (pasal 340) dengan ancaman hukuman masing-
masing pidana penjara lima belas tahun dan pidana penjara seumur hidup atau dua 
puluh tahun penjara.  
2. Pengguguran kandungan atau aborsi, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. Ancaman hukumnnya ringan dibandingkandengan 
bentuk pembunuhan biasa karena pada pembunuhan biasa unsur yang paling 
utama adalah membunuh anak yang keluar dalam keadaan hidup.  
3. Pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan penganiayaan atau 
kekerasan, pada UU No. 35 tahun 2014 pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang 
perlindungan anak diancam dengan lima belas tahun penjara. Selain itu, UU 
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Tim Visi Yustisia, Undang-Undangan Perlindungan Anak, (Jakarta: Trasedia Pustaka, 
2016), h.44. 
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perlindungan anak juga mengkhususkan tindakan tersebut dengan unsur pelaku 
dengan diperberat sepertiga ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dari mulai bentuk sampai pada ancaman 
hukuman pada pembunuhan anak di dalam hukum pidana islam, ada perbedaan 
pendapat diantara para ulama. Para jumhur ulama yang berpendapat bahwa orang 
tua tidak dapat dikenakan qisas baik disengaja ataupun tidak akan tetapi diganti 
dengan diyat sedangkan menurut Imam Malik, qisas tetap diberlakukan pada 
pembunuhan anak sengaja oleh orang tuanya dan diyat diberlakukan pada 
pembunuhan anak tidak sengaja.  
Jika melihat relevansinya dengan kondisi pada zaman sekarang ini, dimana 
pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri bukanlah sesuatu yang tidak 
mungkin bahkan hamper menjadi sesuatu hal yang biasa maka Penulis sendiri 
lebih cenderung pada pendapat Imam Malik dengan alasan walaupun anak adalah 
milik orang tua akan tetapi mengambil nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan 
karena bagaimanapun anak pada dasarnya adalah individu yang mempunyai hak 
untuk hidup dengan penuh perlindungan bersama dengan orang-orang yang dia 
percayai, yaitu kedua orang tuanya. 
 selain itu, jika orang lain tanpa ada hubungan darah sekalipun mendapat 
ancaman qisas jika membunuh orang lain apalagi orang tua yang seharusnya 
menjaga anaknya tapi malah membunuh anaknya sedangkan pada hukum pidana 
positif, hukum yang berlaku terhadap pembunuhan anak inimakin lama makin 
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khusus. Hal ini menandakan bahwa hukum pidana positif juga menaruh perhatian 
dan perlindungan terhadap pembunuhan anak oleh orang tuanya.
7
 
Menurut Hukum Positif Hukum Pidana masuk ke dalam bab kejahatan 
terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap 
nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti 
mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. 
Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti 
perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.  
Suatu perbuatan yang dapatdikatakan sebagai pembunuhan adalah 
perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan 
tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana 
yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan 
seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa 
orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan 
diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku.  
Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yang 
menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, 
karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling 
lama lima belas tahun”.Selanjutnya mengenai “anak”. Yang dimaksud anak di sini 
adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 
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merupakan potensi dan penerus cita–cita perjuangan bangsa, yang memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Untuk 
melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, 
diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 
hukum yang lebih memadai. 
sebagai orang tua terhadap bayi di dalam KUHP, seseorang tidak dapat 
dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti 
yang terdapat pada pasal 45 KUHP: Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 
tentang kesejahteraan anak. Pengertian anak terdapat pada pasal 1 nomor 2: 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah 
kawin”. Anak berasal dari sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil di 
dalam masyarakat dan dari sanalah seorang anak mendapatkan pendidikan untuk 
pertama kalinya. Pada intinya, keluarga berasal dari adanya suami dan istri yang 
akhirnya memegang peranan sebagai orangtua.  
Kalau dikatakan di awal bahwa keluarga sebagai lembaga di mana seorang 
anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya, maka orang tua adalah 
pihak yang paling utama dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas 
tersebut. Hubungan antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah hubungan 
yang tidak akan pernah putus. Ini merupakan hubungan seumur hidup. Oleh 
karena itu, kedua pihak di dalam hubungan ini, yaitu orang tua dan anak dapat 
menjaga dan saling menghormati keberadaaan masing-masing. 
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Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Menurut KUHP Melihat 
teori-teori, serta adanya bentuk-bentuk dari tindak pidana pembunuhan anak oleh 
orang tuanya ini menimbulkan ancaman hukuman yang berbeda-beda pada tiap-
tiap bentuk dari tindak pidana tersebut, diantaranya adalah:  
1. Pembunuhan anak biasa (pasal 341 KUHP) dan berencana (pasal 342 
KUHP). Masing-masing diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 
dan 9 (sembilan) tahun. Pasal ini hanya dikenakan pada ibu sebagai 
pelakunya dengan motif takut akan diketahui oleh orang lain tentang 
keberadaan anaknya dan jika pelakunya adalah ayahnya maka pasal yang 
akan yang dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa (pasal 340) dengan 
ancaman hukuman masing-masing pidana penjara 15 (lima belas) tahun 
dan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.  
2. Pengguguran kandungan atau aborsi, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun. Dalam ancaman hukuman ini ringan 
dibandingkan dengan bentuk pembunuhan biasa karena pada pembunuhan 
biasa unsur yang paling utama adalah membunuha anak yang keluar dalam 
keadaan hidup.  
3. Pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan penganiayaan atau 
kekerasan, pada KUHP diancam dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan 9 
(sembilan) tahun pada berencana. Selain itu, KUHP juga mengkhususkan 
tindakan tersebut dengan unsur pelaku dengan diperberat 1/3 (sepertiga 
ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri seperti yang telah diatur 
dalam pasal 356:  
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Sehingga hal di atas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya 
melindungi bayinya ternyata malah menyakiti bayinya maka itu merupakan 
tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya 
daripada orang lain yang melakukannya.
8
 
 
                                                             
8Shanty Deliana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 
h.44. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap 
tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu 
dalam hukum Islam tidak dikenakan hukuman qisash akan tetapi 
dikenakan diyat gurrah karena pembunuhan dilakukan oleh ayah selaku 
orang tua korban yang dapat dikategorikan sebagai syibhu al-amdi atau 
pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan menyerupai sengaja yang 
dihukum diyat mughallazah yaitu diyat yang diperberat, Hukuman berupa 
100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor  unta 
berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil) 
yang diberikan kepada kerabat dari ibu korban dan jika pelaku merasa 
tidak mampu maka dikenakan hukuman khafarat yaitu memerdekakan 
hamba yang mukmin dan bila tidak ada khafarat nya maka diganti dengan 
berpuasa dua bulan berturut-turut. 
Sedangkan dalam hukum pidana positif tindak pidana pembunuhan bayi 
yang dilakukan oleh orang tuanya yang didahului dengan penganiayaan 
dihukum dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda 
paling banyak  Rp. 3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah) ditambah 
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sepertiganya dari hukuman tersebut jika pelakunya adalah orang tuanya 
sendiri. 
2. Penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh 
Orang Tua dalam Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. antara lain 
yaitu:  
a. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Diman Bin Made terbukti 
secara sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana 
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BAYI YANG 
MENGAKIBATKAN MATI. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana 
denda sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana denda 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan. 
d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis 
penahan rumah tahanan negara. 
e.  Menetapkan barang bukti yang terdiri atas: 
-satu (satu) lembar celana pendek warna coklat 
Dikembalikan kepada saksi Mila Karmila  
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Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp5000,00 (lima ribu rupiah).
1
 
B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlu pemahaman yang lebih luas terhadap perbedaan antara hukum Islam 
dan hukum positif terhadap masalah pembunuhan bayi agar masyarakat 
lebih memahami secara benar karena keduanya bertujuan untuk 
mengurangi dampak terjadinya pembunuhan bayi yang dilakukan oleh 
Orang Tua di masa mendatang.  
2. Mengingatkan sebaiknya sanksi pidana pembunuhan bayi harus lebih di 
beratkan lagi agar dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku tindak 
pidana pembunuhan bayi tersebut. 
                                                             
  
1
Yulianti Muhidin dan EllySartika Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa, 19 Juni 2017. 
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